
 
 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR  11    TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

I. UMUM 
 

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan 
ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan 
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola 
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan 
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa 
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut 
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan 
sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, 
dan ekonomis melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga 
pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan 
dimaksud memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan 
dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, 
pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 

Cukup jelas. 



 
 

 

Pasal 3 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi 
pengelolaan uang dan barang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dapat ditunjuk menjadi Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 10 

Huruf a. 

Cukup jelas. 



 

Huruf b. 

Cukup jelas.  

Huruf c. 

Cukup jelas. 

Huruf d. 

Cukup jelas. 

Huruf e. 

Cukup jelas. 

Huruf f. 

Cukup jelas. 

Huruf g. 

Cukup jelas. 

Huruf h. 

Utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. 

Huruf i. 

Cukup jelas. 

Huruf j. 

Cukup jelas. 

Huruf k.  

Cukup jelas. 

Huruf I. 

Cukup jelas. 

Huruf m. 

yang dimaksud dengan pengesahan SPJ kas adalah pengesahan atas 
pertanggungjawaban pendapatan asli daerah yang dikelola oleh 
bendahara penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelola oleh 
bendahara pengeluaran. 

Huruf n. 

Cukup jelas. 

Huruf o.  

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 
 

Ayat (2) 

   Huruf a. 

Cukup jelas. 

   Huruf b. 

Cukup jelas. 

   Huruf c. 

Yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah semua dokumen, 
baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun 
dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat(1)  

Cukup jelas. 



 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk 
melaksanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun yang 
berkenaan. 

 

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman 
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 
berkenaan. 

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman 
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk 
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan 
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
perekonomian. 

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  

Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 
perekonomian daerah. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah 
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan 
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 
tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah/pemerintah 
provinsi/pemerintah daerah lain dalam rangka bagi hasil. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

 



 
 

Pasal 27 

Cukup jelas.  

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Huruf a 

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang 
secara politis dapat memengaruhi kebijakan daerah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 

Ayat (2) 

Huruf a 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan target 
pendapatan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan 
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan, dan sisa dana untuk mendanai kegiatan 
lanjutan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa 
hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan pejualan aset 
milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 
atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah. 

Huruf d. 

Cukup jelas. 

Huruf e. 

Cukup jelas. 

Huruf f. 

Cukup jelas.  

Huruf g. 

Yang dimaksud dengan penerimaan pihak ketiga adalah penerimaan 
retensi/jaminan pemeliharaan. 

Ayat (3) 

Huruf a. 

Cukup jelas. 

Huruf b. 

Cukup jelas. 

Huruf c. 

Cukup jelas. 

Huruf d. 

Cukup jelas. 

Huruf e. 

yang dimaksud dengan pengeluaran pihak ketiga 
adalahpengeluaranretensi/jaminan pemeliharaan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1)  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat 
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 
kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah, lintas Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan. 



 
 

Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah 
adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, dan 
integrasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran 
jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja 
yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan 
faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari 
setiap program dan kegiatan. 

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan 
yang dicapai pada setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah. 

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian 
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan 
pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan 
setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah. 

 



 

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur 
kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar 
yang merupakan urusan wajib daerah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas.  

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja 
yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan 
dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa. 

 

 

 



 
 

 

Belanja barang dan jasa dimaksud di atas adalah yang digunakan 
untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi: belanja bahan pakai 
habis, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan 
kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan 
dan minuman, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 
belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja perjalanan dinas. 

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja 
untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan 
dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan, dan/atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

Belanja yang bersifat wajib dapat dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan 
lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan syarat kegiatan dimaksud 
dalam rangka memenuhi program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah 
Provinsi. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan evaluasi adalahmeneliti sejauh mana APBD 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 
tinggi, dan peraturan daerah lainnya yang bertujuan untuk tercapainya 
keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, 
keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 



 

 

 

Pasal 57 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan kecuali diatur tersendiri adalah ketentuan yang 
mengatur secara khusus mengenai penerimaan Perangkat Daerah yang 
dapat digunakan secara langsung. Contoh Pola Pengelolaan Keuangan 
BLUD. 

 

Pasal 58 

Ayat(1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud dengan Surat Pertanggungjawaban Barangadalah surat 
pertanggungjawaban pengelolaan barang yang disusun oleh Pengurus 
Barangdan disahkanoleh Pengguna Barang pada setiap akhir bulan 
sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan belanja gaji pegawai adalah belanja gaji ASN, 
Bupati dan wakil Bupati, dan DPRD. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas.  



 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

Cukup jelas.  

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas.  

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 



 

 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan yang akan terealisir 
dalam 6 (enam) bulan berikutnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Ayat (1) 

Huruf a 

Apabila perubahan APBD diakibatkan oleh perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi KUA, maka perlu disusun perubahan KUA dan 
perubahan PPAS. 

Huruf b 

Cukup jelas. 



 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas.  

 

Pasal 87 

Cukup jelas.  

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan perintah pemindahbukuan adalah perintah 
yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu untuk memindahkan sejumlah uang dari 
rekening giro bendahara penerimaan/bendahara penerimaan 
pembantu ke rekening Kas Umum Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas.  

 



 

Pasal93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Proses Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.  

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal  101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 



 
 

Ayat (6) 

Huruf a 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Huruf b 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Huruf c 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Huruf d 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 
pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan 
dalam satu periode pelaporan. 

Huruf e 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 
akhir kas pemerintahdaerah selama periode tertentu. 

Huruf f 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 

Huruf g 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Neraca, danLaporan Arus Kas. Catatan atas Laporan 
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi 
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Cukup jelas. 



 

Ayat (13) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas.  

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas.  

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

 



 
 

Pasal 116 

Cukup jelas.  

 

Pasal 117 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan kas kecil/kas tunai adalah uang tunai yang ada 
pada bendahara dan/atau pada penyimpanan uang tunai (brankas) dan 
merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara. 

 Ayat (6) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 118 

Cukup jelas.  

 

Pasal 119 

Cukup jelas.  

 

Pasal 120 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan hak mendahuluiatas piutang jenis tertentu 
adalah hak pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas piutang 
daerah yang akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.   

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas.  

 

Pasal 122 

Cukup jelas 

 



 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas.  

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas.  

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas.  

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

 



 
 

Pasal 137 

Cukup jelas. 
 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas.  

Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

 

Pasal 149 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis meliputi pemberian 
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan 
di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 



 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan pembinaan keuangan BLUD meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan 
pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD. 

 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

 

Pasal 152 

Cukup jelas.  

 

Pasal 153 

Cukup jelas.  

 

Pasal 154 

Cukup jelas.  
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